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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah pada pengelolaan Gedung olahraga 

Padang Panjang sebagai berikut : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 

Nomor 1 Tahun 2021 dalam pengelolaan Gedung Olahraga 

Padang Panjang belum terlaksana secara optimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh belum terpenuhinya prinsip-prinsip 

pengelolaan aset daerah yang meliputi kepastian status 

hukum aset, tertib administrasi, serta efektivitas pengelolaan. 

Lemahnya aspek perencanaan, pengawasan, dan 

penganggaran, serta belum adanya struktur kelembagaan 

pengelola yang jelas menjadi indikator utama belum 

optimalnya implementasi Perda tersebut. Kondisi ini 

berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan aset dalam 

menunjang pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah. Pengelolaan aset daerah tersebut secara 

administratif telah berada di bawah tanggung jawab 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga 

pada bidang sarana dan prasarana. Pengelolaan ini mengacu 

pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur 
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pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap 

barang milik daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan 

anggaran untuk perawatan dan perbaikan fasilitas gedung 

sehingga pemanfaatan gedung olahraga belum berjalan secara 

optimal. Selain itu, proses pemeliharaan dan perbaikan aset 

daerah masih bergantung pada ketersediaan anggaran yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBD serta proses administrasi yang harus dilalui dalam 

pengajuan perbaikan. Hal ini menyebabkan beberapa fasilitas 

belum dapat diperbaiki secara cepat sehingga berdampak 

pada efektivitas penggunaan gedung olahraga tersebut oleh 

masyarakat. 

2. Jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, pengelolaan 

aset daerah seperti gedung olahraga Padang Panjang 

merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai 

pelaksana kekuasaan untuk mengelola sumber daya publik 

demi kemaslahatan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki 

kewajiban untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola 

secara amanah, efektif, dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan dan 

pemeliharaan aset daerah menjadi hal penting agar tujuan 

pelayanan publik dapat tercapai. Pengelolaan gedung 

olahraga belum memenuhi prinsip-prinsip dasar 
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pemerintahan Islam seperti amanah, maslahah, efisiensi, 

keadilan, dan hifzh al-mal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran 

yang dapat simpulkan sebagai berikut :  

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 

Pemerintah Daerah, khususnya instansi yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan Gedung Olahraga Padang Panjang, 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 

Tahun 2021 melalui penguatan koordinasi antarinstansi, 

penyediaan anggaran yang memadai, pembentukan struktur 

pengelolaan yang lebih jelas, serta peningkatan pengawasan 

terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah. Upaya 

tersebut perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada prinsip good governance serta nilai-nilai 

siyasah tanfidziyah, sehingga pengelolaan aset daerah mampu 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan barang 

milik daerah maupun implementasi kebijakan publik dalam 

perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Peneliti 

berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, 
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menggunakan pendekatan atau teori implementasi kebijakan 

yang lebih beragam, serta membandingkan pengelolaan aset 

daerah di beberapa wilayah agar diperoleh hasil penelitian 

yang lebih komprehensif dan mampu memberikan 

rekomendasi yang lebih aplikatif.
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